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BAB II 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 

 

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam bab 

sebelumnya, maka diperlukan beberapa dokumen atau peraturan-peraturan yang 

relevan untuk diteliti sesuai dengan masalah hukum yang dikaji, sehingga 

permasalahan-permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dengan jelas. 

Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut : 

 

A. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

1. Pasal 27 ayat (3) 

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik. 

2. Pasal 36 

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan  

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang 

mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 

3. Pasal 45 ayat (3) 

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
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dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

4. Pasal 51 ayat (2) 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).  

 

B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 

1. Pasal 18 ayat (1) 

Untuk kepentigan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. 

 

C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana 

1. Pasal 1 angka 27 

Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, 

korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai 

keadilan bagi seluruh pihak. 

2. Pasal 12 
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Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi 

syarat: 

a. materiel, meliputi: 

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 

2. tidak berdampak konflik sosial; 

3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan 

melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 

4. prinsip pembatas: 

a) pada pelaku: 

1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan; dan 

2) pelaku bukan residivis; 

b) pada tindak pidana dalam proses: 

1) penyelidikan; dan 

2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; 

b. formil, meliputi: 

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 

2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para 

pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau 

keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan 

Penyidik; 

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan 

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 
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4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan 

restoratif; dan 

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan 

ganti rugi. 

 

D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : 

B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif 

Dispute Resolusion (ADR) 

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi 

kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.  

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati 

oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan 

baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara 

profesional dan proporsional.  

3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada 

musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan 

menyertakan RT RW setempat.   

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati 

norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.   

5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) 

dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang 

ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus 
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pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk 

diselesaikan melalui konsep ADR.   

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak 

lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan 

Polmas.  
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